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RINGKASAN 

 

 

Ismi Zakia. Maret 2024. TINJAUAN YURIDIS PEMANGGILAN SAKSI 

DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SUMBER DAYA AIR OLEH 

PEJABAT PPNS. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing Utama: Indah 

Ramadhany, S.H., M.H. 

 

Di Indonesia, sumber daya alam berupa sumber daya air telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, sumber daya adalah air, sumber air, dan 

daya air yang terkandung di dalamnya. Penyidikan tindak pidana sumber daya air 

merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum. Dalam konteks ini, 

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki peran utama sebagai 

penyidik yang bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran terhadap 

undang-undang sumber daya air. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2019 tentang Sumber Daya Air pada pasal 67 ayat (2) huruf c, Pemanggilan saksi 

menjadi elemen kritis dalam proses penyidikan sebagai salah satu metode untuk 

mengumpulkan bukti dan mendukung rangkaian tindakan hukum yang 

diperlukan. Dalam hal inilah maka diperlukan suatu tinjauan yuridis yang 

mendalam untuk menggali suatu kekaburan hukum terkait pemanggilan saksi 

dalam penyidikan tindak pidana sumber daya air oleh Pejabat Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS) serta keterlibatan dengan penyidik kepolisian. 

 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai ialah untuk mengetahui 

pemanggilan saksi dalam penyidikan tindak pidana sumber daya air oleh pejabat 

PPNS dan untuk mengetahui prosedur pemanggilan saksi dalam penyidikan 

tindak pidana sumber daya air oleh pejabat PPNS dapat atau tidak berkoordinasi 

dengan penyidik kepolisian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu menganalisa serta 

memaparkan norma-norma hukum, asas hukum dan fakta-fakta, yang tujuannya 

adalah untuk mengidentifikasi serta menjelaskan kekaburan hukum secara lebih 

mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang 

(statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi 

yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Penelitian 

ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data yang terdiri dari bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier.  

 

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 

1. Prosedur pemanggilan saksi oleh PPNS tindak pidana sumber daya air masih 

kabur oleh karena itu agar panggilan yang dilakukan oleh setiap aparat penegak 

hukum dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus sesuai dengan pasal 112 

KUHAP ayat 1 “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan 

alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi 

yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan 



 

ix 
 

memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan 

hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;” dan Pasal 227 

KUHAP ayat 1 “Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang 

berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli 

disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang 

ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.”  

2. Dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana apabila telah selesai disidik 

oleh Penyidik PPNS, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada 

penuntut umum melalui Penyidik POLRI, dan dalam pelaksanaan tugasnya 

berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI telah sesuai 

Pasal 107 ayat (3) KUHAP j.o Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 67 ayat 5 “Pejabat penyidik 

pegawai negeri sipil dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana”. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui prosedur pemanggilan saksi 

tindak pidana sumber daya air oleh pejabat PPNS dan untuk mengetahui prosedur 

pemanggilan saksi dalam penyidikan tindak pidana sumber daya air oleh pejabat 

PPNS dapat atau tidak berkoordinasi dengan penyidik kepolisian. Penelitian ini 

menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu 

menganalisa norma-norma hukum, asas hukum dan fakta-fakta serta 

menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan 

dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan yang 

sedang ditangani. Untuk menganalisisnya dilakukan dengan mengumpulkan 

beberapa data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

 

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: Pertama, Agar pemanggilan dianggap sah 

dan sempurna, maka harus sesuai dengan pasal 112 KUHAP ayat 1“Penyidik yang 

melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, 

berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa 

dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang 

wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi 

panggilan tersebut;” dan Pasal 227 KUHAP ayat 1 “Semua jenis pemberitahuan 

atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan 

kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari 

sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat 

kediaman mereka terakhir.”. Kedua, Dalam melakukan penyidikan, apabila telah 

selesai disidik oleh PPNS, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada 

penuntut umum melalui Penyidik POLRI, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada 

di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI sesuai Pasal 107 ayat (3) 

KUHAP j.o Pasal 7 ayat (2) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 

Pasal 67 ayat 5. 

 

 

Kata kunci (keyword): saksi, tindak pidana, sumber daya air, PPNS 
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